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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

di bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian kegiatan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di
Kabupaten Melawi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Dinas Perkebunan dengan cara melakukan pengawasan terhadap
aktifitas perusahaan, pelaksanaan izin lingkungan, melakukan
sosialisasi kepada semua perusahaan perkebunan yang dekat dengan
daerah rawan kebakaran, mewajibkan perusahaan untuk melengkapi
sarana dan prasarana antisipasi karhutla, melakukan pengecekan
lapangan, memberikan sanksi yang tegas, dan serta Dinas Lingkungan
Hidup dan instansi terkait melakukan sosialisasi tentang Peraturan
Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang tata cara pembukaan lahan bagi
masyarakat tradisional di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten
Melawi. Pengendalian Kebakaran hutan di Kabupaten Melawi belum
berjalan efektif, dikarenakan ada beberapa kendala.

2. Belum optimalnya Pengendalian Kebakaran hutan akibat pembukaan
lahan di Kabupaten Melawi diakibatkan adanya kendala berupa
kekurangan anggaran yang menjadi salah satu faktor pendukung
dalam setiap kegiatan usaha pencapaian yang target kinerja yang telah

direncanakan. dan kurangnya personil PPLH dimana tugas dan
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fungsinya sangat banyak sehingga membuat Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Melawi tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini,

maka penulis mengajukan saran antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi perlu lebih optimal
dalam melaksanakan pengendalian, dan pencemaran lingkungan
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diharapkan
konsisten dalam pengawasan dan memberi sosialisasi kepada
masyarakat tentang pembukaan lahan tanpa dibakar dan bahaya
tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar.

2. Dinas Perkebunan perlu memberikan sosialisasi atau pengarahan ke
masyarakat di Kabupaten Melawi tentang bahaya kebakaran hutan
akibat pembukaan lahan perkebunan apabila dilakukan setiap

tahunnya.
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Nomor :0163/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Kepada Yth.

LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi
J1. Juang Km 1. No. 157 Nanga Pinoh

di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu
data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin
riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian

kepada mahasiswa kami :

Nama

. Nomor Mahasiswa

. Program Kekhususan

. Lokasi Riset

. Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing IT

. Judul Skripsi

Uh W -

(=)}

: Louis Tryadi

: 180513203

: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
: Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

: FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran

Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Kabupaten

Melawi

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :
- Arsip

Alamat

Kampus | Gedung Alfonsus

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL

https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon
Fax
Surel

an I,

r. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

HUKUM
R L T

+62-274-561031
+62-274-547973
fh@uajy.ac.id

Lampiran 1 : Surat Keterangan 1zin Melakukan Riset Di Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi
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PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Juamg KM. | No. 157

NANGA PINOH

Kode Pos. 79672
Nomor : 525 M1I Dispanbun / 2022

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Afandi, SP,MM

NIP 19730314 200502 1 003

Pangkat / Gol : Pembina/IV.a

Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Melawi

Dengan ini menerangkan :

Nama : Louis Tryadi

NIM 180513203

Prodi ¢ S1 Hukum

Alamat :JI. Mrican Baru No.28, Depok,Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Telah mealakukan Penelitian Peran Dinas Pangan dan Perkebunan Dalam
Pengandalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan di Kabupaten
Melawi Pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Melawi Pada Tanggal 06 Juni 2022,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya, atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n, Kepala Dinas Pangan Dan Perkebunan
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Lampiran 2 :Surat Keterangan telah melakukan riset di Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi
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Lampiran 3 : Dokumentasi bersama Bapak Yusuf Afandi, S.P., M.M. Selaku Kepala Bidang

Perkebunan Dinas Perkebunan di Kabupaten Melawi
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor: 0162/V/CVD-FH Yogyakarta, 11 Mei 2022
Hal  :Ijin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
J1.Kota Baru Km.3, Nangah Pinoh, Kalimantan Barat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu
data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin
riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian
kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Louis Tryadi

2. Nomor Mahasiswa : 180513203

3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

4. Lokasi Riset : Kabup Melawi, Kali Barat

5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Dosen Pembimbing IT §

6. Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran
Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Kabupaten
Melawi

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :
- Arsip
Alamat Kontak
Kampus | Gedung Alfonsus Telepon +62-274-561031
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax +62-274-547973
Surel fh@uajy.ac.id
URL

https://fh.uajy.ac.id

Lampiran 4 :Surat Izin Riset Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
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PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : JI. Gelora Juang Kompleks Stadion MTQ
NANGA PINOH

KodePos.79672
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor:800/ N9 / DLH /2022
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Deni Jatnika, S.H.
Pangkat/Gol : Penata Tingkat 1/111 d
NIP : 19781215 200604 1 007
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordi Peng dan Penegal
Hukum Lingkungan
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Louis Tryadi
NIM : 180513203
Prodi 2 S1 Hukum
Alamat < J1. Mrican Baru No.28, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan penelitian Peran Dmas ngkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran
Lahan P

Hutan Akibat Pembul p Melawi di Dinas Lin; Hidh
Kabupaten Melawi pada tanggal 06 Juni 2022, e

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Melawi, 06 Juni 2022

an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Melawi
WA RBU ,j’engawas Lingkungan Hidup /
;!:( Koordinajor  Pengawasan dan
akan Hylum Lingkungan

ti/11d
15 200604 1 007

NIP. 1978

Lampiran 5 :Surat Telah Melakukan Riset Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
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IRGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MELAWI

Lampiran 6 : Dokumentasi Bersama Bapak Deni Jatnika, S.H. Selaku Pengawas Lingkungan

Hidup Sub Koordinator Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

60



N
AN

AN

Lampiran 7 :Dokumentasi Kebakaran Lahan Di perkebunan Masyarakat
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Lampiran 8: Dokumentasi Kebakaran Lahan Di Perusahan Rafi Kamajaya Abadi
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